PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Menimbang

Mengingat

PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA

bahwa salah satu upaya untuk menggali dan meningkatkan penerimaan
daerah yaitu dengan melakukan penyertaan Moda pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang merupakan Badan Usaha
Milik Daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

. bahwa untuk Iebih meningkatkan dan pengembangan kegiatan usaha PT.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dipandang perlu
melakukan penyertaan modak daerah pada perusahaan dimaksud;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat
dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan
modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Moda Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ke dalam Modd
Saham PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dagerah
Tingkat Il di Kaimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong
Utara di Provins Kaimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4682) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonnesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Peneragpan Standar Pelayanan Minima (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 4614);

20 Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KE DALAM
MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT.

BAB |

Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

Penyertaan Moda (Investas) adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat
ekonomis berupa bunga, deviden, royaliti, manfaat social dan/atau manfaat lain sehingga dapat
meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Investasi Jangka Panjang adalah Investas yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua
belas) bulan.

Deviden adalah bagi hasil (jasa) penyertaan modal yang ditempatkan oleh masing-masing
pemerintah daerah.

Collection Credit adalah hasil tagihan dari kredit macet terdahulu yang diserahkan ke Badan
Penyehatan Pernankan Nasiona (BPPN) olehn Bank Kalbar yang mana besar/kecilnya nilai
Collection Credit tersebut tergantung dari jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
kepada Bank Kalbar.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk pembayaran seluruh
pengel uaran daerah.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah
perseroaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provins Kalimantan Barat dan Pemerintah
Kabupaten/kota se Kalimantan Barat.

Penatausahaan adalah pencatatan dan pengadministrasian untuk mengetahui besaran penyertaan
modal dalam PT. Bank Kalbar.



